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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

Menimbang : a Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik merupakan hak warga negara dan keterbukaan informasi publik
merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

b bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik di bidang
hukum dan hak asasi manusia yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel
serta dapat dipertanggung jawabkan diperiukan tata cara pengelolaan,
pelayanan dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota
Makassar,

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Makassar tentang Pembentukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Makassar.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan;

5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat badan pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.




6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu
Kota Makassar dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusanini;
KEDUA - PPID Bawaslu Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Pembina PPID:

b.

C.

d.

Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan
pelayanan Informasi Publik;

Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang
dibuat oleh PPID;

Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan
kepada Komisi Informasi; dan

Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi
sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID:

b.

Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan
dan pelayanan Informasi Publik;

Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian
Konsekuensi;

Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan
atas keberatan Pemohon Informasi;

. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar

Informasi Publik;

Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan
Layanan; dan

Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa
informasi Publik.

3. Atasan PPID:

b.

C.

d.

Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan
Informasi Publik;

Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna
meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon
Informasi; dan

Menghadiri penyelesaian Sengketa informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:

b.

Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan
Informasi Publik;

Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik:

c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang

https://jdih.bawaslu.go.id/

berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai
dengan Peraturan Badan ini;

. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan

Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi
dikecualikan;

Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan, Yth.

. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi

Publik;

Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi
Publik;

Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi
Informasi.

Petugas Pelayanan Informasi:

a.
b.

C.

h.

Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;

Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan
PPID;

Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan
PPID;

Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas
persetujuan PPID;

Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada

PPID, meliputi jumiah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan
kendala dalam pelayanan Informasi; dan

Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
bertanggungjawab kepada Bawaslu Kota Makassar;

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Makassar,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di . Kota Makassar
Pada tanggal : 16 Januari 2023
- Ketua,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi- Selatan di Makassar;

3. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA MAKASSAR

NOMOR 1 012/HK.01.00/K.SN-22/01/2023
TANGGAL . 16 Januari 2023
SUSUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

No. Nama Jabatan Kodludlulk:npgall';m
1. Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag Ketua Bawaslu Kota Makassar Pembina
2. Sri Wahyuningsih, SH Anggota Bawaslu Kota Makassar Tim PeFr)t'iDr"nct;a b ol
3. Abdul Hafid, S.Sos., M.Si Anggota Bawaslu Kota Makassar Tim Pe';tg}g)a s
4. | Dede Arwinsyah, SH., MH Anggota Bawaslu Kota Makassar L Pe:;)rlné)a ngan |
5. M. Amsarizal Yunus, S.IP Kepala Sekteriat Bawaslu Kota Atasan PPID
_Makassar
6. Nuzr_l Isla, ST Ka.Subbagian PPPS dan Hukum PPID
1 Nurjaya Said, S.Sos, MM Ka.Subbagian SDM dan Keuangan Petugas Pelayanan
I o Informasi
Andi Agustiara Marti, SIP Staf Subbagian PPPS dan Hukum
8 Petugas Pelayanan
' Informasi
: Nuraeni,SAP Staf Pengelola DATIN Petugas Pelayanan
' Informasi
Ahmad Fuadi Saifuddin, SH Staf Subbagian SDM dan Petugas Pelayanan
" Keuangan Informasi
Armin, SAg, M.Pd.I Staf Subbagian SDM dan Petugas Pelayanan
M Keuangan Informasi
Zulkifli, SH Staf Subbagian PPPS dan Hukum
12 Petugas Pelayanan
' Informasi
-~

,VDr. Abdillah Mustari, S\\g., M.Ag

https://jdih.bawaslu.go.id/
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STRUKTUR PPID
BAWASLU KOTA MAKASSAR

DR. ABDILLAH MUSTARI,
S.AG., MAG.

TIM PERTIMBANGAN

=)

ABDUL HAFID, S.Sos., M.Si
| SRI WAHYUNINGSIH, SH
\ DEDE ARWINSYAH, SH., MH

|
%
i
—

NUZRI ISLA, ST

NURJAYA SAID, S.Sos, MM
ANDI AGUSTIARA MARTI, SIP
NURAENI, SAP
ARMIN, SAg, M.Pd.|
AHMAD FUADI SAIFUDDIN, SH
ZULKIFLI,SH

L
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